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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Se- 
cara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


(2 


— 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


AN 
w 
— 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 


(4 


— 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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DPR RI MENINGKATKAN SUARA 


PENDUKUNG LEWAT JALUR 


INDEPENDEN 


Pendahuluan 

Mengingat dalam setiap elektabilitas di mana Ahok 
Gubernur DKI selalu menduduki posisi teratas, Semua 
pesaingnya tidak ada yang mendekati Ahok. Kelihatan- 
nya kepemimpinan Ahok Gubernur DKI cukup disenangi 
masyarakat terutama tingkat kejujurannya yang jauh dari 
perbuatan korupsi, walaupun komunikasi kepada orang lain 
tidak baik. Dengan dukungan masyarakat luas ada partai 
politik ingin meminangnya akan diusung calon Gubernur 
DKI yang kedua kalinya lewat partai politiknya walaupun 
di tolak Ahok Gubernur DKI. 


Menawari di usung PDI-P 


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Mega- 
wati Soekarnoputri Pernah meminang Ahok sebagai calon 
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Gubernur DKI yang kedua kalinya mengingat Ahok Gu- 
bernur DKI didukung warga Jakarta dan selalu menduduki 
ranking pertama elektabilitasnya. Megawati Soekarno Putri 
Ketua Umum PDI-P menawarkan siap mengusung Ahok 
calon Gubernur DKI asalkan melepaskan Dukungan teman 
Ahok, tetapi permintaan Megawati tersebut di tolak Ahok 
dengan alasan lebih berat kepada dukungan pemuda yang 
disebut teman Ahok. 


Sakit hati 


Ahok Gubernur DKI yang menolak pinangan Megawati 
Soekarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI-P) diduga menimbulkan kekecewaan atau sakit hati 
Megawati Soekarnoputri, akibatnya Megawati Soekarno- 
putri mengambil tindakan antara lain: 


1. Menggalang anggota DPR RI merevisi undang-undang 
Pilkada terutama meningkatkan jumlah pendukung 
lewat independen sebesar 20-25 persen dari jumlah 
pemilih Kota Jakarta. Menaikkan jumlah suara pendu- 
kung lewat independen sudah dapat di penuhi teman 
Ahok minimal dari syarat yang ditentukan. 


2. Menjaring calon Gubernur DKI dari warga masyarakat 
Jakarta dari luar anggota PDI-P, yang sampai tangal 
23 Mei 2016 telah terdaftar 34 calon dan sedang di- 
seleksi yang mampu menyaingi Ahok dalam rencana 
menduduki Jabatan Gubernur DKI. RI, tapi tampaknya 
partai besutan Megawati ini masih menganakmaskan 
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calon dari internal partai. (Rakyat Merdeka. Selasa, 3-5- 
2016, halaman 8). 


3. Mengikutsertakan Risma Harini Walikota Surabaya 
yang terkenal baik kinerjanya dan terkenal bersih dari 
perbuatan korupsi walaupun sebenarnya berat hatinya 
mengikutinya karena permintaan Megawati Soekarno- 
putri kemungkinan akan diikutinya. 


Ada niat menjegal 


Menaikkan jumlah pendukung calon kepala Daerah lewat 
Independen mempersulit calon kepala Daerah lewat inde- 
penden dan sepertinya diarahkan untuk menjegal langkah 
Ahok calon kepala Daerah selaku Gubernur DKI yang ke- 
dua kali walaupun demikian teman Ahok menyatakan akan 
dapat memenuhi jumlah pendukung dan sampai bulan Mei 
2016 sudah dapat mengumpulkan suara pendukung de- 
ngan jumlah minimal. 


Protes menaikkan jumlah pendukung 


Menaikkan jumlah suara pendukung calon kepala daerah 
lewat independen banyak menuai protes dengan alasan 
jangan mempersulit menjadi calon Gubernur DKI agar 
banyak anggota masyarakat yang mampu dan bersih dari 
korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan se- 
bagai perwujudan negara demokrasi kekuasaan tertinggi di 
tangan rakyat. sepertinya kalau nanti mudah dan banyak 
peminat mencalonkan kepala Daerah lewat independen 
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dikhawatirkan tidak ada yang mencalonkan kepala daerah 
lewat Partai Politik karena masyarakat umum sudah tahu 
yang dilihat bukan kemampuan memimpin tetapi yang di- 
lihat siapa yang tertinggi memberikan sejumlah uang ke 
partai politik pendukungnya dan setelah menduduki ja- 
batan kepala Daerah melakukan korupsi untuk mengem- 
balikan uang yang sudah dikeluarkan dan tidak pernah 
memikirkan kepentingan rakyat tetapi hanya melihat ke- 
pentingannya terkait proyek-proyek yang dapat dikorupsi 
untuk menambah harta kekayaannya. 


Rencana membuat Undang-Undang 


Membuat peraturan calon kepala Daerah untuk tahun 2017 
tidak baik, secara tidak langsung menyakiti calon kepala 
Daerah lewat independen. Kalau ada keinginan memper- 
baiki aturan Pilkada seharusnya selesai dulu pilkada tahun 
2017, setelah itu membuat Undang-Undang Pilkada untuk 
lima tahun kedepan atau tahun 2021 hal itu sifatnya adil 
dan tidak ada yang merasa disakiti dan semua calon dapat 
menerimanya. 


Kesimpulan 


Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 


1. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) per- 
nah meminang akan mengusung Ahok calon Gubernur 
DKI. 
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2. Ahok Gubernur DKI menolak pinangan Megawati 
Soekarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi Indo- 
nesia (PDI-P). 


3. Penolakan tersebut menimbulkan Sakit Hati Megawati 
Sorkarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi Indone- 
sia-Perjuangan. 


4. Ada dugaan melakukan koordinasi sesama Anggota 
DPR RI untuk merevisi Undang-undang Pilkada de- 
ngan menaikkan jumlah suara pendukung lewat inde- 
penden. 


5. Menaikkan suara jumlah pendukung lewat indepen- 
den sepertinya akan mencegal Ahok menjadi Gubernur 
DKI yang kedua kali. 


6. Menaikkan jumlah pendukung lewat independen me- 
nimbulkan protes dari masyarakat. 


7. Merevisi undang-undang Pilkada untuk tahun 2017 
menyakiti calon Gubernur DKI yang menempuh jalur 
independen. 


VIII. Saran 
Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan se- 


bagai berikut: 


1. Undang-undang Pilkada untuk tahun 2017 sebaiknya 
tidak di revisi sama juga menyakiti calon yang menem- 
puh jalur independen, dan kalau memang perlu direvisi 
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selesai dulu Pilkada tahun 2017 dan semua pihak yang 
mencalonkan kepala daerah tahun 2021 akan dapat 
menerimanya. 


2. Untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI mau- 
pun kepala daerah di tempat lain sebaiknya tidak me- 
ningkatkan jumlah suara pendukung yang menempuh 
jalur idependen, agar banyak mencalonkan diri yang 
benar-benar mampu dalam kinerjanya serta bersih dari 
perbuatan korupsi. Biasanya calon yang bersih dari 
perbuatan korupsi tidak mau mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah lewat jalur Partai Politik yang sarat de- 
ngan uang. 
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KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) 
FIKTIF ANGGOTA DPR RI 
SEBESAR Rp1 TRILIUN 


Pendahuluan 


Kunjungan kerja (Kunker) fiktif DPR RI sebesar Rp1 triliun 
(Berita pagi TV One jam 08.10 wib hari Jumat tanggal 13 
Mei 2016), Kunjungan kerja sering terjadi di lingkungan 
DPR RI dan Kunjungan Kerjanya ada kedaerah-daerah 
dalam wilayah Indonesia dan ada juga kunjungan kerja 
keluar negeri dengan alasan kepentingan tugas. Kunjung- 
an kerja (kunker) yang merugikan uang Negara ada ber- 
tugas ke daerah tetapi tidak berangkat dan semua uang 
perjalanan dinas diterima dan ada bertugas ke daerah dan 
benar dilaksanakan tetapi semua pengeluaran ditanggung 
pejabat daerah yang menerimannya. Atas Kunjungan kerja 
(Kunker) fiktif yang merugikan Rp1 triliun merusak nama 
anggota DPR RI sendiri. 
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Audit BPK Tahun 2015 


Berdasarkan Audit BPK tahun 2015 di mana kunjungan 
kerja (kunker) DPR RI yang fiktif mencapai Rp1 triliun se- 
suai pernyataan Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Hasil Audit 
tersebut dapat diterima kebenarannya karena disampaikan 
Ketua BPK yang memimpin lembaga tersebut. Untuk itu 
Sekjen DPR RI perlu dimintai keterangan terkait kunker 
anggota DPR RI ke daerah atau luar negeri yang lebih tahu 
siapa yang melaksanakan dan tidak melaksanakan tugas- 
nya terkait dengan kunjungan kerja tersebut. 


Bentuk kunjungan kerja (kunker) 


Bentuk kunjungan kerja (kunker) anggota DPR RI meru- 
pakan pelaksanaan tugas ke daerah yang masuk wilayah 
Indonesia dan Kunjungan kerja (Kunker) keluar negeri 
sesuai kepentingan tugas dan fungsi DPR RI. Bentuk tu- 
gas yang dilakukan meninjau bencana alam yang terjadi 
di daerah, mengamati penerapan anggaran di daerah, me- 
ninjau kerusakan alam di daerah, sedangkan kunjungan 
kerja keluar negeri biasanya melakukan perbandingan se- 
suatu masalah untuk dapat diterapkan di Indonesia. Kerja- 
sama dengan Parlenmen Amerika Serikat, dan lain-lain. 


Cara melakukan fiktif 
Kunjungan kerja (kunker) yang sifatnya fiktif biasanya di- 


lakukan. 
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1. Tidak berangkat 


Anggota DPR RI ditugaskan meninjau sesuatu ke daerah 
atau keluar negeri, dan tugas tersebut tidak dilaksanakan 
atau tidak berangkat ke daerah, sedangkan semua uang 
perjalanan dinas sudah diterima semuanya, sedangkan 
pertanggungjawaban kuitansi fiktif pengeluaran sudah 
dibuat oleh pejabat daerah seakan-akan anggota DPR RI 
datang bertugas di daerahnya, dan semua pengeluaran 
untuk membuat kuitansi pengeluaran fiktif ditanggung 
pejabat daerah tersebut, demikian juga kunjungan kerja 
(kunker) keluar negeri tetapi tidak berangkat, di mana 
semua pengurusan kuitansi fiktif sudah dibuat petugas 
kedutaan Besar Indonesia, sedangkan anggota DPR RI 
mendapat semua uang jalan tersebut. Sedangkan yang 
ditugaskan ke daerah tetapi tidak berangkat dan semua 
uang perjalanan tidak diterima atau dikembalikan ke- 
pada kas Negara, maka tidak ada perbuatan korupsi, 
seperti pernyataan Harry Azhar Aziz mantan Anggota 
DPR RI tugas ke Lampung tetapi tidak datang ke lam- 
pung dan dibayar di Jakarta sebesar atau sekitar Rp25 
juta karena merasa tidak kunker ke Lampung. Uang 
sebesar Rp25 juta tidak diterima. Seharusnya pejabat 
tersebut perlu ditiru anggota DPR RI yang lainnya. 


2. Berangkat ke tempat tugas 


Kunjungan kerja benar dilakukan tetapi semua penge- 
luaran ditanggung instansi pemerintah yang mene- 
rima di daerah dan melengkapi semua persyaratan 
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pengeluaran yaitu kuitansi hotel, kuitansi makan selama 
tugas diterima tetapi kenyataanya dibayar dengan uang 
instansi pemerintah daerah. Hal tersebut biasa terjadi 
dalam lingkungan Pemerintah. Untuk membuktikan 
hal tersebut sedikit mengalami kesulitan dan kalaupun 
disalahkan lebih tepat menerima uang korupsi berupa 
gratifikasi. 


V. Sanksi pidana 


Kunjungan kerja (Kunker) fiktif DPR RI sebesar Rp1 triliun 
merupakan perbuatan korupsi, sebagai berikut: 


1. Tidak berangkat ke tempat tugas 


Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pem- 
berantasan Tindak Pidana Korupsi dalam “Pasal 2 
berbunyi ayat (1) Setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat me- 
rugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Ayat (2) 
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimak- 
sud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 
pidana mati dapat dijatuhkan”. 


TE TI 
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2. Berangkat ke tempat tugas tetapi menerima uang dari 
pejabat daerah melanggar tiga Pasal yaitu: 


a. Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara se- 
umur hidup atau pidana penjara paling sing- 
kat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pa- 
ling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ru- 
piah): sub a. Pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima hadiah atau janji, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam ja- 
batannya yang bententangan dengan kewajibannya, 
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima hadiah, padahal deketahui atau patut di- 
duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berten- 
tangan dengan kewajibannya: 


b. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara pa- 
ling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui 
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
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diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menu- 
rut pikiran orang yang memberikan hadiah atau 
janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” . 


c. Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau men- 
janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pe- 
nyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,yang 
bertentangan dengan kewajibannya, atau b. Mem- 
beri sesuatu kepada pegawai negeri atau penyeleng- 
gara negara karena atau berhubungan dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, di- 
lakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima pemberian atau janji se- 
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 
b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1)”. 


VI. Perbuatan tidak terpuji 


Perbuatan korupsi yang dilakukan dilingkungan DPR RI 
juga di DPRD baik ditingkat I maupun Tingkat II sarat juga 
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perbuatan korupsi. Kepercayaan masyarakat telah disalah- 
gunakan untuk kepentingan diri sendiri yang seharusnya 
bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat yang di 
wakilinya di seluruh Indonesia. Perbuatan korupsi terjadi 
disemua partai politik yang perwakilannya duduk menjadi 
anggota DPR RI, sehingga tidak ada merasa malu melaku- 
kan korupsi karena semua berbuat yang sama. Masyarakat 
Umum tidak bosan-bosannya mengkritisi setiap tindakan 
anggota DPR RI yang berbau korupsi dan bila menemu- 
kan kasus yang ada tanda-tanda korupsi yang dikuatkan 
minimal dua alat bukti segera dilaporkan kepada pihak 
yang berwajib atau salah satu dari penegak hukum yaitu 
penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari data-data 
secara hukum. 


VII. Kesimpulan 
Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan 


sebagai berikut: 


1. Berdasarkan Audit BPK tahun 2015 di mana kunjung- 
an kerja (kunker) DPR RI yang fiktif mencapai Rp1 
triliun. 


2. Kunker fiktif Rp1 triliun sesuai pernyataan Ketua Ba- 
dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz. 


3. Kunjungan kerja (kunker) fiktif tidak berangkat ketem- 
pat tugas tetapi uang jalan diterima. 


| | | | | | | 
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s3. 
VersilPat 


ADA APA DENGAN DPR RI/DPRD? 


4. Kunjungan kerja fiktif melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 


Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pem- 
berantasan Tindak Pidana Korupsi. 


Kunjungan kerja dan tugas dilaksanakan tetapi me- 
nerima sejumlah uang dari pejabat daerah lebih tepat 
melakukan gratifikasi yang melanggar Pasal 12, Pasal 
11, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


VIII. Saran 


Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan se- 
bagai berikut: 


1. 


Anggota masyarakat jangan menghakimi sendiri atas 
temuan kasus yang dilakukan anggota DPR RI tersebut 
dan bisa disalahkan dan dikenakan hukuman karena 
bertindak di luar kewenangannya. Penegakan hukum 
merupakan kewenangan aparat Penegak hukum antara 
lain Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Anggota masyarakat yang menemukan 
kasus tersebut melaporkan kepada salah satu aparat 
penegak hukum tersebut, dan jangan sampai bertindak 
menyalahi aturan hukum dengan menghakimi sendiri. 


Semua Partai Politik yang wakilnya ada duduk di DPR 
RI supaya dibina dan menjauhi perbuatan yang berbau 
korupsi. Sebelum membersihkan anggota DPR RI dari 
perbuatan korupsi, seharusnya didahului Partai Politik 
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tidak melakukan perbuatan korupsi terutama pada saat 
mengusung calon anggota DPR RI. Selama ini Partai 
Politik sarat dengan uang untuk mengusung calon 
anggota DPR RI. Penyeleksian bukan kemampuan 
kinerja calon anggota DPR RI tetapi yang diseleksi pem- 
berian mahar yang terbesar dari pesaingnya, berakibat 
terbawa kepada anggota DPR RI yang sudah terpilih 
dan menduduki kursi di DPR RI. Setiap kesempatan 
yada ada melakukan korupsi untuk mengembalikan 
uang yang sudah dikeluarkan. 
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